
Menimbang :a

b

Mengingat

GUBERNUR I"AMPUNG
PERATURAI{ GT'BERNT'R LAMPUNG

rOMOR 16 TAIIUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAIT RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVIISI LAIUPUNG

DET{GAN RAHMAT TTIHAN YANG MAHA ESA

GUBERITUR LAMPUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala
Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang
dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan
Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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GI'BERITUR LI\IUPUNG,
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b
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c

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala
Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerap€rn
SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang
dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pengelolaan
Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tah:;.n 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dal Pemerintah Daerah (kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4, Tambahan
l.embaran Negara indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Daerah Nomor Per- 1326 / I{ILB / 2OO9

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah ;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Daerah Nomor Per-688/K/D4/2O12
tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di
Lingkungan Instansi Pemerintah ;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung (lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATTIRAI{ GI'BERIII'R TEITTAITG PEDOMAN
PEIYGELOLIIA'T RISITO DI LII|GKUITGAJ| PEMERINTAH
PROVINSI LIIDIPT'NG.

BAB I
KETENTUAIT T'MUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi l,ampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur

dan DPRD dalam penyelenggara€rn urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.
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5. Inspektorat Provinsi tampung yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah
Perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah
yan g bertanggungiawab langsung kepada Gubernur.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP

adalah sistem pengendalian Intem yang diselenglenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi
yang bertanggung jawab melalsanakan Manajemen Risiko.

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas mem€rntau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah Provinsi lampung.

g. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak
negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi'

10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang

sudah ada.

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah

teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan

besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,

dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norrna yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaarl daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
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20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanj utnya disebut
RKA adalah dokumen perencana€rn dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh
pegawai untuk melakukan pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah
Provinsi t ampung.

(21 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan di
Pemerintah Provinsi t ampung.

BAB II
PEITGEI,OL/IAI{ RISIKO

Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Provinsi
Lampung, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan
kegiatannya.

(21 Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Rlsiko

Pasal 4

(l) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi
Pemerintah Provinsi l,ampung.

(21 Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh

tingkatan organisasi disetiap satuan keda;
b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan

keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung

penciptaan budaya risiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berupa:
a
b
c
d

pertimbalgan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.
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Baglan Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Rlslko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan
risiko, yang terdiri atas:
a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah Provinsi Lampung;
c. Gubernur dan pimpinan perangkat daerah sebagai Unit Pemilik Risiko

(uPR);
d. Asisten Administrasi Umum sebagai unit kepatuhan; dan
e. Inspektur Provinsi ta.mpung sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan
pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi l,ampung.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko pemerintah Provinsi l,ampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.

(4) Gubernur dan pimpinan perangkat Daerah/unit keq'a sebagai UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab
melalukan pengelolaan risiko di lingkup ke{anya.

(5) Asisten Administrasi Umum sebagai unit kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah Provinsi
Lampung dan perangkat daerah.

(6) Inspektur Provinsi Lampung sebagai penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan
keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah
Provinsi t ampung.

Palal 6

(l) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah provinsi
L^ampung, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko;

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) terdiri
atas:
a. Gubernur sebagai ketua;
b. Kepala Bappeda atau perangkat daerah sejenis sebagai koordinator

merangkap anggota; dan
c. Kepala Dinas/Badan/PD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki
tugas:
(1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi

l,ampung yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi la.mpung; dan

(21 membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq Sekretaris
Daerah.
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Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Provinsi Lampung;
b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

risiko

Pasal 9

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di pemerintah Provinsi

Lampung;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di pemerintah Provinsi

Lampung;
c. melakukan identilikasi dan analis risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi t ampung;
d. melakukan kegiatan penarganan dan pemantauan risiko hasil

identi{ikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(21 Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II pada

PD masing-masing;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II

pada PD masing-masing;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran strategis PD;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil

identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Baglan Ketlga
Penyelenggeraan Protes Pengelolaan Risiko

Pasal 1O

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.

(21 Proses pengelolaan risiko
suatu siklus berkelanjutan.

dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam
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(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode
penerapan selama 1 (satu) tahun.

(41 Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus
menjadi bagran yang terpadu dengan proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan
proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identlfikasi Kelemahan Llngkungan Pengendalian

Pasal 1 I
(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk

menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Provinsi lampung dengan cara mengidentifrkasi kelemahan-
kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penllaian Rlslko

Pasal 12

(l) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemda;
b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) PD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada
ayaf (21 huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penitaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RI(APD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi :

a. penetapan konteks/tujuan;
b. identilikasi risiko; dan
b. analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan Konteks/Tujuan Terdiri dari rahap penetapan Konteks/Tujuan dan
Penetapan Kriteria Risiko.

Pasal 14

(1) P. enetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi
dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana straiegis a"r, r"""a"" t 

"".:utahunan.
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(21 Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu
konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks
operasional (kegiatan).

(3) Tuj uan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan
strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

(21 Kriteria penilaian risiko meliputi:
a. skala dampak risiko;
b. skala kemungkinan risiko; dan
c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi
tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan
operasional (kegiatan) PD.

(21 Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan,

pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu
sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat
ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana
tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
a. melalukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
b. memvalidasi risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTp).

Paragraf Ketiga
Keglatan Pengendallan

Pasal 18

(l) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan
rencana tindak pengendalian (RTp).
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(21 Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiata.n:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat
berupa kebijakan dan/atau prosedur; da-n

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(21 Pemerintah Provinsi la.mpung menggunakan berbagai bentuk dan sarana
informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan
risiko.

Paragraf Kelima
Perrrantauan

Pasal 20

(1) Pemantauan dilalsanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2\ Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Gubernur, Kepala PD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang
(Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV)

sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi
Ia.mpung oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspeltorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko
meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELIIPORAIV

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengeloiaan risiko, pemerintah
Provinsi l,ampung menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari
penilaian risiko strategis Pemerintah Provinsi, penilaian risiko strategis
(entitas) PD, dan penilaian risiko operasional PD.
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(4) l,aporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh unit pemilik risiko
disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan unit kepatuhan internal.

(5) t aporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana
tindak pengendalian.

(6) [,aporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana
dimatcsud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal

(71 Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas
Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko
Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan
tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Intemal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan,
dan tahunan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan
Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTI'P

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
[,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 13 - 6 - 2022

GI'BERITT'R LAMPUI|G,

ttd

ARINAL DJUI{AIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 13 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVIIYSI LAMPUITG,

ttd
aslinya

IRO HUKUM.

FAHRIZAL DARIUINTO

SH MH.
bina Uta&a Muda

NIP. 19650905 199103 I 004

S

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPI,'ITG TAIIT'N 2022 NOMOR 18
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(4) laporan pelaksana: r penilaian risiko dibuat oleh unit pernilik risiko
disampaikan kepadr, Gubernur, tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan unit kepatuhan internal.

(5) l.aporan pelaksanaa r penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dapat b::rupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana
tindak pengendelian

(6) laporan berkala per,Ielolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebngaimana
dimaksud pada ayr t (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan disampaik,ur kepada Gubernur, dengan tembusan kepada
Sei<retaris Daerah d:.n unit kepatuhan internal.

l7l Laporan berkala lengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko
sebagaimana dimak rud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas
Pemerintah Provin ,i dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko
Pemerintah Provinr , eedangkan untuk tingkat strategis PD dan
tingkat operasional i'D dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon IL

(8) [aporan berkala p ] mantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
sebagaimana dimakt,ud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan,
dan tahunan disr mpa.ikan kepada Gubernur dengan tembusan
Sekretaris Daerah.

BAB IV
I{EIETTUAI{ PEIYUTUP

Per,cl22

Peraturan Gubernur inr mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mene rtahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 13 - 6 - 2022

GI'BERITT'R I,AUPT'!TG,

ttd

ARII{AL I\ruIAIDI

Diundangkan di Telukbe ung
padatanggal 13 - 6 - tO22

SEI(RETARIS DAERAII ]'ROVNTSI LAUPT'ITG,

asiinya
UKUM,

F/UIRIZAL D4 RMINTO

Muda
05 199103 1 004

ttd

BERITA DAERATI PROV, SI I"AMPUilG TAIIUT 2022 I{OMOR lt
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LAMPIRAN PERATT'RAN GT'BERI{T'R LAMPUNG
NOMOR : 16 TAIIITN 2022
TANG}GAL: 13 - 6 - 2022

PEDOIIIAN PENGELOLAAII RISIKO DILIITGKT'NGAN PEMERIITTAH
PROVINSI LA.}IP['ITG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

l. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP
diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. T\rjuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman dimaksud sebagai panduan dalam :

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko
serta memantau aktifitas pengendalian risiko di Lingkungan
Pemerintah Provinsi L,ampung

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Lampung
dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Provinsi Lampung,
tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan
(operasional) PD.

1. Pengelolaan risiko Strategis Pemerintah Provinsi La-mpung

Pengelolaan risiko Strategis Pemerintah Provinsi la.mpung
bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan
dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi l,ampung yang
tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis
tingkat Pemerintah Provinsi I.ampung dilakukan oleh
Gubernur bersama Wakil Gubernur, dibantu oleh Kepala
Perangkat Daerah selaku unit pemilik risiko tingkat
Pemerintah Provinsi Lampung dibawah koordinasi
Sekretariat daerah.

2. Pengelolaan Risiko strategis (Entitas) PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pD
yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis pD
(Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan
oleh masing-masing pimpinan PD bersama jajaran
managemennya, sebagai unit pemilik risiko tingkat Eselon
II dan Unit Pemilik fusiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.
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3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan Risiko Operasional PD bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan
sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang
dalam dokumen perencanaan kery'a tahunan PD, seperti :

Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Ke{a PD

(Renja dan / atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan Operasional tingkat PD

dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama
jajaran managemennya, dibantu oleh Unit Pemilik Risiko
Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung
mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang
telah diindentilikasi sebagai dasar pengembilan keputusan
mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan memerlukan
respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri
dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala
Kemungkinan terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat
Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau
dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi
dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko
di Pemerintah Provinsi l,ampung ditetapkan dalam skala 4
(empat) sebagai berikut :

Tabel l.
Coatoh SLala Dampat llistlo d't.ni Slala 4

songot signifikon /
Songot b€sor

Signifikon / Eesor

Kurong signifikon/
Kecil

Tidok signitikon/

4

3

2

Pengoruh tarhodop pencopoion tuiuon
songot signlltkon.

Pengoruh terhodop pencopoion tujuon
tinggi/signitikon.

Pengoruh terhodop pencopoion tuiuon
rendohr*urong slgnlllkon.

Pengoruh terhodop pencopoion tuiuon
tidok signitikon.Son t kecil

xotcgorl Dompd( 3Ior uralon



songotringgi

ringgi

Rencioh

4

3

7

13

Tabet 2.
Contoh 2 Skala Dampak R

3
kiko oatam skata 4

ketugion
cukup besor

k6rugion
songdt b6sor

kogioton terhentl
tuiuon tjc,ol
t€rcopoi

negotil, ters€bor
luos dibonyok
medio

pelonggoron
sorius, tsrk0no
sonksi

kerugion
b€sor

kogioton songot
t€rhombot
Iuror€ ef€ktif

p6longgoron

t€rtulis

negotil tersebor di
beb€ropo medio
nosionol/lokol

legioton
tedrornboL
kuror€ etisieo

negotil terdopot
pemberitoon

pelonggoron
bbso, sonksi
tertulis

Songot Rerdoh l

2. Skala Probabilitas Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan
untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan
teg'adinya risiko, yang ditetapkan dalam skala 4, dengan
ilustrasi sebagai berikut:

Tabel 2.
Contoh Slala Probabllltas Rirtto dalam SL8l8 4

kerugion
k6cil. kurong
rnot€riol

odo homboton
kegioton, nomun
t6.tongoni

pelonggoron
biJso, sonksr
teguron

oclo pmberitoon
negotlf, nomun
6dok rnoteriol

Hompn posti teriodi/
Songot sering

Kernunginon besor/
Se.ing terjodi

Kemungkinon kecil/
Jorong

serlng

Jorong

songot ssringLhompir posti
te{odi (probotilitqs ) 75%)

Serir€ terjodi (probobilitos )

50% s.d.75r)

X€mur€kinon terirdirneskipun
kecil ( probobrlitos , 2O1s.d.5O%)

Songot jorong terlodi
(p.obdilros ( 2oi)

cropot te4odi beberopo koli
dolom I tohun

Xernungkinon terjodi sekoli
dolom I tohun

X6mungkinon terjodi sekoli
c,olom5-l0tohun

(enrungkinon tsrjodi sekoli
dolom l0 - 20 tohun

3

xemungkinon terjodinyo Risiko songot sering (bbih dori
70%, otou letih dori 7 kolidolom l0 Tqhun)

Kemungkinon torjodinyo Rislko sering (ssbesor 4l - 70%
otou 4 sd 7 kolidolom lO tohun),

Kemungkinon teiodinyo Risiko rendoh/kecil (sebesor ll%
- 40% otdu I sd 4 koli dolom l0 tohun

2

So.got iorong Xemunglinon terjodinyo Risiko songot k€cll (sebesor O -
l0%) ol.ou l kol dolom I0 tohun

Selain contoh pada Tabel 2 tersebut, pemerintah daerah dapat juga
menggunakan skala sebagaimana dalam Tabel 2.7 dengan
menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci.

Tabct 2.7
Contoh 2 Skata Probabititas Risiko dal,am Skala 4

Songot Serlng 4

3

songot
Jorong

3. Skala Nilai Risiko
Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian
skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan

Operosionol Dompok Risiko

Klnerlo Rcpstosil(euqngon Hukum
KolegoriDompok Stor

x.t gorl Dompdk !i&.r Urqlqn

Operosionol Probobilitos Risiko

f{cnqnlwggol k4odion BarularlB

KotegoriDompok Sto.
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untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang
dapat diterima (acceptable risk/ maupun tingkat risiko yang tidak
dapat diterima (unacceptable risk).

Tabel 3.
Coatoh Matdls analtsL rtslto ddam SLd. 4

l-2 (songot rendoh)

3-a (nendqh)

6-s (ringgi)

Dopot diterimo

Dopot diterimo

Horus menjodi perhotion monojemen don
diperlukon pengendollon yong bdik

Tok dopot diterimo, diperlukon pengendolion
yong songot boik

C

l2-16 (Songot tinggi)

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan
acceptable / unacceptabLe risk, apat pula digunakan matriks risiko
berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria
level risiko/ nsk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat
dibuat dalam skala 4, dengan ilustrasi sebagai berikut:

f abel2.11
Contoh Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4

MATRIKS
ANALISIS RISIKO

Oampak/Kon6okuonsi
Tidsk

alqnlfikan Kocil Be6ar
Sangal

6lqniflkan

si,
Eit#v

Hampi. pa3ti

Komungklnan
bosar

Komungkin.n
kecil

Sangat jarang

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang
memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah
dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen
pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi
(merah) dan tinggi (orangel merupakan area yang memiliki sisa
risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang
sangat tinggi (unacceptable riskl. Selanjutnya, untuk kategori
moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable riskl,
sedangka,n kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau)
merupalan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable

nsk).

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko Waktu,
tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai
berikut :

Kotcgori Dcnpd( fritcdq untr.k Ponarlmsqn Ridko

Keterangan:

I 2 J 4

1

3

2-

1

Sangat
rendah Rendah Tinggi Sangat

tinggi
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No. Wattu
Tahapaa

MaaaJeo.erl
Pemda

Tahapan
Pengelolaan

Rlslto

Pelakrana
Ouqut

Tahapan
Pergclolaan

nbllo
1 Proses

penJrusunan
RPJMD (Satu
tahun se belu-rm
RPJMD 5
tahunaIl
berjalan sd
RPJMD
ditetapkan)

Proses
per{rusunan
RPJMD

- Arahan dan
kebijakan
penilaian risiko
5 tahunan

- Penyrsunan
Risiko Strategis
Pemerintah
Prov,l,aopung

- Komite
p€ngelolaan
Risiko
Sekda seLaku
Koordinator

- UPR Pemprov
(Gubernur dan
Kepala
PD)

- l)okurnen Arahan
dan kebijakan
penilaian risiko 5
Tahunan
Daftar fusiko dan
RTP Strategis
Peoprov.

2 Proses
penjrusunan
Renstra PD
(Satu tahun
sebelum
RPJMD 5
tahunan
berjalan sd
RPJMD
ditetapkarr)

Proses
penJrusunan
Renstra PD

PenJrusunan
Risiko Sfrategis
(Entitas) PD

Komite
pengelolaan
risiko

- Sckda selaku
Koordinator

- UPR Tingkat
Es. I
/ Es. 2 (Kepala
PD dan
Kabag/ Kabid
PD)

Daftar Risiko dan
RtP Strategis
(Eotitas) PD

3 Januari - Mei
Tahun 2O2X-1

Penyusunan
RKPD da,l Reaja
PD

Arahan dart
kebijai<an
penilaian risiko
tahunan

Kot[ite
Pengelol,aan
Risiko

DokuEen Arahan
dan kebijakan
peoilaian risiko
ta.Luna.rl

4 Agustus-
September
202X-l

Penlau sunart
RKA PD
(Penetapan
rencana sasar€ut
& pagu anSgaran
per kegiatan)

Penlrusuoan
Risiko
Operasional PD

Kepa.la PD
Unit Pemilik
Risiko Tingkat
Es3,4PD

Daftar risiko dan
KIP Operasional
PD

5 Oktober Tahun
202X- I

PenJrusunart
RAPBD,
Perda APBD

Pengomunikasi an
Risiko dan RTP,

- Pen]rusunan atau
Revisi KSOP

- Pengomunikasi an
perubahan KSOP

- Kepala PD

- KoEite
PengeloLaan
Risiko

- UPR Tingkat
Pemprov.,
Tingkat Eselon I,
II, [I, dan IV
Sekda seLaku
kootdinator

- Perbaikan RTP
_ KSOP

Notulen
- Pengomunikasian
- Finalisasi Daftar

risiko dan RTP

6 November -
Desember
Tahun 2O2X- 1

PenJrusunan
Rancangan DPA
PD,
dan penetapan
DPA PD

7 Januari sd
Desember
Tahun 2O2X

Pen;nrsunan
atau
penyemPumaan
KSOP (Tindak
lanjut RTP)

Komite
Pengelolaan
Risiko
UPR Tingkat
Pemprov,
Tirlgkat Eselon I,
II, I, dan IV

KSOP

Pelaksanaan
KSOP

- Komite
Pengelolaan
Risiko
Kepala PD
Pelaksana
Program dan
kegiatan

Bukti
pelaksanaan
KSOP

Berkala
(lriwulanan)

Pel,aporan dan
monitoring
risiko dan
KSOP

- UPR Tingkat
Pemprov,
Tingkat Eselon I
dan Il, Tingkat
Eselon lll dart tV

- Unit Kepatuhan
Sekda selaku
koordinator

F'orm Monitoring
Risiko
Form Monitoring
TL RTP

Pelaksanaan
APBD
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III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Lampung adalah

sebagai berikut :

Pemantauan
kine{a, risiko, dan
efektifitas KSoP
yang dibangur

- Unit Kepatuhan
Pengelolaan
Risiko

Notuleo rapat
Laporan
pemantauan
(triwulanan,
tahunan, 5
tahunan)

Juni-Juli
Tahun 2O2X

PenJrusunan KUA
PPAS
(Penetapan
sasaran oalrro
dan pagu
anggaran
Pemprov)

Reviu dan
perlutakhtan
Risiko Sbategis
Pemprov
Catatar:r:

Risiko strategis
Pemprov akarr
diriviu dar
dimutakhtkan
setiap tahun

- UPR PeBprov.
(Gubernur dan
Kepala PD.
Sekda selaku
Koordinator

Daftar Risiko darl
RTP Strategis
Pemprov. yang
dimuta-khirkan

Agustus-
September
202X

Pen)rusunan
RKA PD
(Penetaparl
rcncaira sasaran
& paau
angga-ran per
kegiatan)

Reviu dan
pel!uta}}rta-rr
Risiko
Strategis
(Entitas) PD
Catatan:
Risiko strategis
(entitas) PD akan
diriviu dan
dimutakhtkan
setiap tahun

Gubernur
- Sekda seLaku

Koordinator
- Urfit Pemilik

Risiko Tingkat
Es. ll (Kepala
PD.dan
Kabag/Kabid PD)

Daftar Risiko dan
KfP Strategis
(Eotitas) PD

8 Januari-
Februari Tahun
2O2X+l

Pelapora.n
Keuangan

Pelaporan
Pengelol,aan
Risiko Ta.l.un
202X

- Kepala daerah
- Kepala PD

- LrPR Tingka
Pemda, Tingkat
eseloan II,
Tiragkat eselon IlI
dan IV.

- Uait Kepatuhan
- Sekda Selaku

Koordinator.

Laporan Pengelolaan
Risiko Tahun 202X

I Februari-Maret
Tahun 2O2X+l

Reviu APIP Evaluasi
Pengelotraan
risiko oleh
APIP

- Inspeldorat (APIP
Daerah)

l,aporan Evaluasi
Pengelolaan Risiko

Penilaian
Maturita-s
SPIP

- Kepala Daerah
Kepala PD

- Inspektorat
(APIP) Daerah.

L€poran Penilaian
Maturitas SPIP
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Struktur Pengelolaan Rlslko Pemerlntah Provinsi Lampung

XOMIIT PTNGILOLAAiI

R6(O II( PTMIT

uflnPtMttf,6|[o
rx. PtuoA

Uillr
,fMu
n6rc

rL Edol2

WIT P€ T,I
R6(O

Il: tl.ldr !
(!1rt

5.1s.8{F: l(c,aSuPto

SLtbi

Stnrktur pengelolaan rlslko dluraikan rebagai berikut:
a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Lampung;

c. Gubernur sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR )Tingkat Pemerintah
Provinsi Lampung, Pejabat Eselon I di Provinsi sebagai UPR
sebagai UPR Tingkat Eselon I; Pejabat Eselon II sebagai UPR
Tingkat Eselon II di provinsi dan Pejabat Eselon Ill/Fungsional
Ahli Madya dan Eselon IV/Fungsional ahli muda sebagai UPR
Tingkat Eselon III dan Eselon IV;

d. Komite Pengelolaan Risiko;

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit kepatuhan;
f. Inspektur Provinsi Lampung Penanggung jawab pengawasan.

Uralan tugas Stnrktur pengelolaan rlslko d{abarkan sebagal
berikut :

a. Penanggung .Iawab

Gubernur sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan
arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam
kapasitasnya sebagai kepala daerah, Gubemur juga bertanggung
jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada
pemerintah daerah yang dipimpinnya serta menetapkan Pedoman
Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung
pelaksanaan pengelolaan risiko.

b. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan
berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah provinsi lampung. Dalam melaksanakan tanggung
jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan,
melakukan kegiatan antara lain:
(1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

. lOOn {ATOn t(,{Ytutacclnll,{

. Ut{rftuttt6fon Ertnr

. PfLGELOtl P6(0

UM Xepdl,lrl
A5eg1 s*ddUnt

yrf &tri* Pf I{A'IGGUIIG]AWAB PEIiGAIYT$II

U IT PfM[( R6TO IK EIEIOiI2

rrEpdtu DaaraF

Sds. irbar

l&rr r-.

l(ab* ,-. @
EI Srst. Slis

(.Pl! 8..'r
ttd1

Sdq. EeI

Srt!4. S{b bd EEI
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(2) Membuat dan mengarsipkan dokum dokumen
pengelolaan risiko misalnya surat men5rurat,
undangan rapat, dan notulen;

(3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
(4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c Unlt Pemlllk Rlslko
Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yarrg bertanggung
jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun
tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas

risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-
masing.

2. Melaporkan peristiwa risiko yang te{adi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari

3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang teq'adi di masa lalu dalam
unit ke{a masing- masing, sebagai indikator peringatan dini
(uarlA uarning indicatofi dan sebagai dotaba.se untuk
memprediksi keteqjadian risiko di masa yang akan datang.

4. Menyusun hasil penilaian risiko (nsk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan

5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko

6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai
berikut:

1. Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Provinsi Lampung

a. Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Provinsi
l,ampung terdiri dari :

Ketua : Gubernur, selaku pemilik risiko
tingkat Pemerintah Provinsi Lampung

Koordinator Teknis : Kepala Bappeda atau unit lainnya
Merangkap anggota yang menangani perencanaan
Anggota : Sekretariat Daerah, Seluruh kepala

Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala UPTD Pemerintah
Provinsi Lampung dan Direktur RSUD.

b. Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Eselon I, terdiri dari :

Ketua : Sekretaris Daerah, selaku pemilik
risiko pada tingkat Perangkat Daerah.

Koordinator Teknis : Kepala Biro yang menangani
Merangkap anggota Perencanaan di Sekretariat Daerah

Provinsi lampung.



Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab mema-ntau pelaksanaan
pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
Lampung. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit
kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan
melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada
dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttgas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

e
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Anggota : Seluruh Kepala Biro pada Sekretariat
Daerah Provinsi tampung.

c. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II, terdiri dari :

Ketua : Kepala Perangkat Daerah, selaku
pemilik risiko tingkat Perangkat
Daerah

Koordinator teknis : Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala
merangkap anggota Bagran Kepala yang menangani

perencanaan pada Perangkat Daerah.
Anggota : Seluruh Kepala Bagian, Bidang, Irban

pada Perangkat daerah yang
bersangkutan.

d. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon IIII Fungsional Ahli Madya
dan Eselon IV/Fungsional Ahli Muda terdiri dari :

Ketua : Kepala Bagian, Bidang, selaku pemilik
risiko tingkat kegiatan

Koordinator teknis : Kepala Sub bagian, sub bidang,seksi,
merangkapanggota Pegawai,stafyangditujukan
Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian, Sub

Bidang, seksi pada Bagian, Bidang
yang bersangkutan

d. Komite Pengelolaan Risiko

I . Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal.

2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
provinsi lampung yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi,
dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah provinsi
lampung;

3. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Perangkat Daerah Cq
Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas :

1. Gubernur sebagai ketua
2. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator

merangkap anggota
3. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat
membentuk tim teknis melaluit Keputusan Gubemur.
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Sebagai contoh pembagian Perangkat Daerah dapat dilalukan sebagai
berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra melakukan pemantauan atas
perangkat daerah berikut:
a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Kesatuan Polisi Pamong Praja;
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pa;
f. Badan Penanggu langan Bencana Daerah;
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politjk;
h. Dinas Kesehatan;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja;
k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
1. Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
m. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan
atas Perangkat daerah sebagai berikut:
a. Dinas Perdagangan;
b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
c. Dinas Tanaman Paagan Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
e. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya;
i. Dinas Lingkungan Hidup; dan
j. Dinas Perhubungan.

3. Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas perakat
daerah sebagai berikut :

a. Inspektorat;
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Badan Kepegawaian Daerah; dan
d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan
kegiatan antara lain:
1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian
2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian
3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko
4. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur c.q Sekretaris
Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, unit kepatuhan dapat membentuk Tim
Teknis melalui Keputusan Gubernur Lampung
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f Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab
memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan
risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat
melakukan kegiatan antara lain:
1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada

Pemerintah Provinsi t ampung.

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun
serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efeklifitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh
komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur
pengelolaan risiko.

Keterkaitan Pengelolaan rislko dengan managemen Pemerlntahan
Provlnsi Lampung dan pengawasan intern berbasis rlslko.

Pengelolaan risiko idealnya menjadi bagian yang terintegrasi kedalam
managemen Pemerintahan Provinsi Lampung yang tercemin diantaranya
dalam proses perenc€rnaan dan pelaksanaan anggaran. Keterkaitan tersebut
antara lain digambarkan pada gambar sebagai berikut:

Keterkaitaa aotara Pengelotaan Rlsiko dengan ManaJeoel Pemerlntahan
Daerah (Tahua 2O1X-11
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Keterk<rttrrrt antdrt Pengeloloan Rlsiko dengan Adna.Jenan Pemerlntahan
Docrah (Tah:un 2OlX sa lrnpal Tq.hun 2O7X+7)

Keterkaitan antara pengelolaan risiko dengan manajemen pemerintahan
daerah antara lain tercermin dari waktu penyusunan dan pemanfaatan
dokumen pengelolaan risiko.

Penilaian Risiko strategis pemerintah daerah dilaksanakan setelah
diselesaikannya dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian
risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan
proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penilaian Risiko Strategis PD dilaksanakan pada saat diselesaikannya
Rencala Strategis PD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko
dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses
penyusunan Rencana Ke{a dan Anggaran PD (RKA PD).

Penilaian risiko operasional PD dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan dokumen RKA PD yang dimulai dengan terbitnya surat edaran
dari Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA PD. Oleh karena
itu, Draft dokumen Penilaian Risiko dapat dijadikan sebagai salah satu
kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran
pemerintah daerah.

Kepala PD diharapkan telah mempunyai draft penilaian risiko strategis dan
operasional PD pada saat penyusunan RKA PD. Pada saat ditetapkannya
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) maka dokumen penilaian
risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah harus final.
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Inspektorat dapat melakukan reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko PD
sebelum dilakukan Reviu atas RKA. Hasil Reviu dari Inspektorat dijadikan
bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun
oleh Perangkat Daerah. Draft dokumen Penilaian Risiko juga dapat
diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Kegiatan
pengendalian yang akan dibangun ssfagaimana tercantum dalam dokumen
RTP diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan
sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan
PD.

B. Prores Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jqjaran manajemen dan
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi la.mpung dengan
tahapan sebagai berikut :

ldentilikosi Kelemohon
Lingkungon Peng€ndolion lnt€rn

:
tra
E
ov
o
E
tn
o
E

€

I

peniiaia., nitir" tpi

F
Penetopon Konteks/Tujuon

.t

ldentlflkosl Rislko

r
fl

-F
I
Anolisis Risiko

I

t,,I
Ksgioton Pengendolion

Tahapan proses pengelol.aan rlslko Pemerlntah Provlnsl Lampung,
terlncl sebagal berlkut :

1. IdentifikasiKelemahan Lingkungan Pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian
melalui reviu dokumen;

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Environtment Evaluation (CEE) ;

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan :

1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang
akan dilakukan penilaian risiko;

Coao
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2l Persiapan penilaian risiko dengan cara Menetapkan
kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko dan
Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Identifikasi Risiko, Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang
mengancarn pencapaian tujuan diidentifikasi dengan
melibatkan pihak-pihat terkait.

Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko
2l Melakukan validasi risiko;

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;

4l Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan
cara :

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi
kelemahan Lingkungan Pengendalian;

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi risiko;

c) M enyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
d) Menyusun ranczrngan informasi dan komunikasi

atas RTP;
e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko

dan RTP.

Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP;

b Pelaksanaan kebijakal dan prosedur pengendalian.

Informasi dan Komunikasi

Pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap
tahapan pengelolaan risiko.

Pemantauan

a. Pemantauanatasimplementasipengendalian;

b Pemantauan kejadian risiko.

c. Memantau pelaksanaan tiap tahapaa pengelolaan risiko

c

.)

4

5
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Tahapan Pengelolaan Rlslko secara rlnci darl kellma tahapan tersebut
dlatas, dijelaskan dl bawah lni yaltu:

I. IDENTIFIKASI KELEMAHAN LINGKTII{GAN PEITGENDALIAIT

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern
disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabet 3.1
lkhtisar ldentifi kasi Ketemahan Lingkungan Pengendalakrn lntern

Tujuon Mengidentfikosi kelernohon-telemohon dolom setiop sub unsur lingkungon
penge.dolion intern

Keluoron

Peloksono /Pahok Terkoit

Woktu

sumber doto utomo

Simpulon kondisi lingkungon pengerdolion intern don kelgrnohon dolom srlb
unsur lingkungon pengendglion intern yong rnemerlukon pgrboikon

Tingkot Pomdo:
- Sekdq seloku Koordinotor
- Unit Psmilik Risiko Pemerintoh Dogroh (Kepqlo Doeroh don (epolo OPO/

Es€ldr I don ll)
- Foslitotor

- Penyusunon RPJMo
- Otreviu/ aimutoUirkon setiop tohun podo soot p€{iyusunon (UA/PPAS

- Revtu dokumen, onolisis intormog dori medio mosso, wowoncoro dll
-survei persepsiotos lingkur€on pengendolion intern dsrEon rnetode cEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan
pengendalian dalam urusan waj ib / pilihan dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :

rdenrifi kasi Kerem"mrf; B{rlLn pensendathnA.ry-.Y

Persiapan Penilaian :

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian

urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

-

l(ojior! reviu otos
kondisi don kultur

instonsi berdosolkon
hqsiloudil koiion,

berito, wowoncorc!,
doto loinnyo

Surveipersepd
pggowqi qtos

kondisi lingkurgon
peogenddi(rr
melolui Cont d
Envi,ontfienl

Evoluolron (CEE)

Mendosorkon
kepodo dlo hosil

simpulon sementoro
yoitu hqsll periloion
owol don hdsil sgrvei

persepsi

a

Perslopon Penllolon

Poasbpon doto
don kuesiooer

Peniblon owol otos
kebmoho.r lingkungon
pengendolirn meloki

rBviu dokurnen

S\.rve; terhodop
ling(ungcn

p6ngendolon
mclokri Ctt

Simpubn l€lenEtlon
llngkurEon

pengendolion
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a) l,aporan hasil audit pada pemerintah daerah yang

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kine{a,
dan audit lainnya atas urusan waj ib/ pilihan terkait;

b) Hasil reviu / evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/
pilihan oleh Inspektorat Daerah;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/ pilihan pemerintah daerah;

d) Berita terkait pelaksanaan urus€rn wajib/pilihan
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media
massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain
yang relevan.

2) Penl'usunan lembar kuesioner suwei lingkungan pengendalian
dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner contoh format disajikan
pada table di bawah ini.

coxrolI
ruI!IITTT'I.A5I Tl 51 XUt TONEB TENII-AIAN IIiI(;KOI{GAN'EI'GENDALL{N INII'RN

.DI'TROL INYIRONMENTEV ALI.AITON I(iE

P.mL6 i.Y-4P.EiBi 
^a<'

NO. PERTANYAAN /KU E9ION ER IArr,AAAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUOSTONER CEE

n

PENECAI<^.N INTECRITAS DAN NII-AI ETIKA MEI\ADAI
1 Peaaw.i llE&patkan Fsan inteatild & nilai .til,

sa.. .utnr dxi pidpnran icL6i (Mi51nya
teteLdrM4 p6ar tuar dll)

z 3 f 3 2 3

2 P6da tel.h Miliki.trs Fnl.hr (miElnya kod.
€ril. palt! int€rit6, dd atum pe.iLku pq6awai)
y.n?, tctdh dilodui}arilh kepada *{uuh pegawar

.l 3 3 3 3 3 3

f, Telah te.dap&t tungsi lh86 di dalaF imtaEi yan8
relayani FrEadud m*yara&at .tis Flangsam
alurm |E ilal!/krL.til

2 3 3 3 3 3

Pelatr88urr atl,fu Perihlu/tqte eril
tehh dftidalla.Fti

3 2 3 3 3

B KOMITMEN TRHADAP KOMPETENS!
St rdar toE?€t Ei*tiap p€gaw.l/pobi iabalan l 2 l 3 l

2 Pe8ew.i y.ng lohpet n telah R!.. tep.t !'6ai6i 2 3 l 3 l l

:] PemJa teLn Drmiliki d mmcrapldr st.dtryi
poinakat kohp€tsipegawai

2 3 z l 3 l l

T€.&p.t pelatiha tdkan p6g€hlax rieiko b.ik
pelatilBn khaB tuupun FLtilE terinaeAr6i saira

l i] :] 3 l

c KEPEMIMPINAN YANG XONDUSIF KUR.ANC MEMADAT

I Propi,@ leLh lEEt pl@ kebiFlrn pm8elolaan
ri.iko yans I'rdbeikan keFl.sa.r.h faSeloha.

2 3 2 2 2 3 2

l PimpkEn llEEr.pkan FnAek han ri6ilo dd
toA(nddlir dalar pdatE,Id tug.s dan
p€ialmbilan k Frtlad

3 ii l l 3 3

Pimpits @Bbqiau ko66il&i y.ng bail ddlam
arAsota o.adnesi mtul bedi Enaualapkan
.isilo dan Ean tdbula hderitu/ rcnSairi
peLpo@ risilo/Mlah

2 l l l l z 3

Cay. pimpitr&.lapar mdoonA peaaBai utul
man€latkan ltnEi

3 .t .! 3 l 3 3

PimpiBn ,GErapl€n Sasm rb.teAit y{a ElaE6
d6r9n v;i de misi Puala

3 f 3 4 3 3 3

Rcmffi/6a&rd strat€gi! pdda telah diFb.rlan k€
d.lan esEn oPD dan tinglat oF di(el oPD

3 3 l l !

(R€,HM st ategis da ,en@ b+ Fmda t€Iai
@scrdizg) hdyajilan inior@6i md8lfui ti'ilo

2 2 3 3 2 3

Pimpir5 b.tperu *rr! d3 dE\gtt{t6ertalan
peFb.l <Ln p.srwai lskail &Lal prl* paaelolam

2 3 3 3 2. l l

D PEMBENTUKAN STRL'KTUR ORGANTSASI YA.I{G 385!]AT DENCA,N KEBUTUH-AN IIE\tr1.DAI
I s€ri.p ul1,ld t lah dtLl@ le oldr oPD d @il l f 3 4 l l

MsinA-Etng pirE} dalM org&i.fl tdah
hemperoleh k€iel.64 &n ll.tuh.hi p6d dd
r.ngauna Fwab tuing'll@iia dalah Fq8ebrae

2 3 3 3 3

4

f
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NO PERTANYAAN /XUESIONER ,AWAEAN RESPONOEN (R) SIMPULAN

XUOSIONER CtE

b

PENEGAI(AI{ lilTEGRlTAs DALAdanya transp.ransi dan

ketepetan waktu pelaporan l{llAl mXA
pelaksanaan peran dan tan88un8 iawab masing masing

dalam penSelolaan risako

3 4 3 3 4 3 3

E PENDELEGASIAII WIW€NANG OAN TA GUNG 
'AWAB 

YAI{GTEPAT MEMAOAI

I riteri. pendele8asian wewenant telah ditentukan den8an

tepat

3 4 4 3 2 3

7 PendeleSesian wewenan8 dan ta n88un8 iawa b dilaksanakan

secara tepat

3 4 3 4 3

3 Kewenantan diaeviu secara periodlk 2 2

F PEIYYUSU A DAII PEI{ERAPAT{ XE&ATAI{ YA"G S€HAT TEi'TATTG PIMEIT{AAT{ 5T' BER DAYA

MAI{USIA

XURANG M€MADAI

1 Pemda telah memiliki xebijakan dan prosedur penSelolaan

SDM yang lengkap {seiak rekrutmen sampaidengan
pemberhentian peSawai)

2 3 2 3 3 3 3

2 Rekrutmen, retensi, mutasl, maupun promosi pemilihan

SDM telah dilakukan den8an baik

l 2 1 2 3

3 lhsentif peBawaitelah sesualdengantanSSung jawabdan

kineria

3 4 3 I 4 3 3

Pemdatelah menginternalira!i budaya sadar risiko 2 3 2 2 2 ,
5 Adanya pemberian aewod danla\au pufiishfient alzs

p€nSelolaan risiko (Misalnya mempertimbanEkan

penan8Sungiawaban pen8elolaan risikodalam penilaian

kineria)

7 3 2 2 4 3

Terdapat evaluasikinerja pe8awai. dan telah

dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
2 3 2 3 3 2

7 lnstansitelah men8alokasikan ansSaranyanBmemadai

untuk pengembangan SDM

2 1 2 z

G PTRWUJUOAI{ PERAT{ APARAT PIf{GAWASAN II{TERN PEMERII{TAH YATIG EFETflF MEMADAI

1 lnspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/

ef ektivitar pelaksanaan setiap urusan/program Secara

periodik

3 3 3 4 3 , 3

2 lnspekorat Daerah melakukan reviu etas kepatuhan

hukum dan aturan laannya

3 3 3 3 l 3 3

lnsDel(orat Daerah memberikan layanan Fasilitasi

penerapan penSelolaan ririko dan penyeleng8araan sPlP

2 2 3 3 3 3 3

APIP telah melaklanakan pen8awasan &rbasis
risllo.

3 3 3 3 3 3

5 Temuan dan saran/relomendasi penSawasan dPlP telah

ditindaklanjuti

3 3 3 3 3 3

H HUEUNGAN KERJA YANG SAIX O€I{GAN II{STA SI PfMERINTAH TER(AIT MIMADAI

1 HubunSan keria yang baik denSan instansi/orsanisati lain

yang memiliki keterkaitan operasaonal telah terbangun
3 3 3 3

2 Hubun8an kerja yanS baik dengan initahiiyang terkait atas

fu n8si pengawa$n/pemeriksaan (inspektorat, 8PKP, dan

BPK)telah teIbangun

3 3 3 4 3 3 r

Kolom c dilsl dlman jawabi n respoaden xet

1 : Idak S.tuiuy'Belum .dal belum dib.ntun
2 : (unng sctuju/rd.h dibaquny'dit.apk n,.la^ tlrrd b.lum konrirt n

3 : s€tuju/sud.h dib.ngun .ta'r ditenpran d.qan b.ik, t pi marih bis. ditingtrttan
4 : gngat S.rujdsudeh dib.n&n .tau diter.pka^ dei8.n b.ik dan d.pel ditul. .n l. oGanisri l.in
(oloh d diisi dee.n simpulan hasil penal.i.n li^ttu.ga. pcngcndalian ti.p p.rtany.an d.n t!.impul.n tiap sub uisu. lindulEan pcntendali.n Milal:

kesimrylan dap pertair.an :

"M€mad.i', .pabrl. modus Fwab.n r.3pondm adalah 3 atau 4 dan'Xulalf, Menadai'apibila modus iar.trn respond€n adal.h I atau 2

l(esimpul.n 5ub unrur lin8luntrn Fll3.dallan:
"M€m.dai", apeblla s€luruh simpulan tirp perrenyaan pada sub urEur teG€txn El.h'mern.dai, d.n'kunnt memadal" apabila terdapat simpulan

p.rt nyean p.(h sub unsur te6ebut yang "Xulrnt Mrmad.i'

3 3 3

2

6

3 2 3

3

3 3 3
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Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui
Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan iingkungan pengendalian pemerintah
daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan-permasalahan dalam lingkungan
pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan
menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah
persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh
data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi
lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah
secara umum yaitu:

1) l,aporan Hasil Audit Kine{a Inspektorat Kabupaten XYZ

dan LHP BPK;

2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi
kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah
daerah sebagaimana dalam gambar berikut :

CEE Berde3arLsr! Doku:mea Koldirt KerentaEatr
Ltagkuagal Pengeadaliaa latera di Peaerlutah

Daerah XYZ

: ftn .inDh K&lcddr XYZ

2016

: utlgn W.iib ftlry.t.n O.!.r Elid.ic rc$d.n
sumber data Uraian xelemahan Klasifikasi

b

I - ganya k terjadl pencopotan/muta3i pejebat daerah karene teBan*ut
kesus hukum

Pemg;lan inteSritas dan nilaietika

Komtmen lerhadap komp€lensi-P€8awai belum ditempatkan s€suei dengan kompeteBi dan

pengalaman

7 LHP 8PX No. XE EngSal a
temenS Hasil Pemerik$an
8PX atas
Efektivitas Pengelolaan

Sumber Daya Kesehatin
JKN

-Pemerint.h x.bupalen XYZ belum rn€milikj srraleSi dalam
pemenuhan dan pendistnbu5ian sDM kerehatan di Puskesmas

Penyusunen dan penerapan

kebiarakan y.ng sehat tentang
pembinaan SDM

-(ualifikisi dan kompetensi Dokter serta tenaga kes€hatan di RSUD

Kabupaten X\.2 belum r€menuhi kehituhan akan pemtErian
p€layanan leseli.tan dl Era JXlt

Komitmen terhadap kompetensi

'Pemenuhan !ena8. k€rehaian djRSUDKsbuparen XYZ b€lum
memperhatitan ringkat k€butuhan dalam pernberian p€layanan

kesehatan

Penyusunan dan penerapan

kebiajakn yang r€hat tentang
pembinaan SDM

S( lnspektur No. Xfl
tang9l x[ tentan8 PXPT

lnspektorat

lnspektorat D.erah beium rnelakukan audir linerja atas
penyelenggarean urusan kesehatan delam tingket strategis

Peran APIP yan8 efektif

LHP 8PK l,lo. Y,u tanSgal Dc(

rentan8 Hasil

Perheriksaan €las Kineaa

Penyelenggaraan JKN

-Pelafrnao Fsr€n BPJS dl Xabupaten XfZ belum oplimal d.n lerdapat
regolasiDines Xesehatan (abopalen X\.Z tidak berjilan rebagaimena

firestinya yeio kaentuan mengenei praktek Dokter
Kepemilnpinan yanS kondusil

3



c Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data

persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi

Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah

daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control

Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri

atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yar.g

diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu

diperdalam atau diklarilikasi maka dapat dilakukan

klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang

memahami urusan wajib/pilihan yarrg dilakukan penilaian.

Contoh simpul,an kondisi Lingkungan Pengendalian intem

pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan

oleh peserta FGD Pemkot KYZ yaitu memadai atau kurang

memadai sebagaimana disajikan dalam halaman 26 dan 27.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib

pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan

Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan

Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM

belum dilakukan dengan baik.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian
pada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi

apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang

kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka

penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan

Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena
tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi
dan pengalaman.
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b) Kualilftasi dan kompetensi dokter serta tenaga
kesehatan di RSUD Provinsi XYZ belum memenuhi
kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era
JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan
risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan

risiko.

b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah
belum menyajikan informasi mengenai risiko.

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum
optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan
Kabupaten WZ tid,ak be{alan sebagaimana mestinya
yaitu ketentuan mengenai praktek dokter. yang

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Sehat tentang
Pembinaan SDM
a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
b) Belum terdapat pemberian reutard dan/atau

punishment atas pengelolaan risiko.
c) Evaluasi kine{a pegawai belum dipertimbangkan

dalam perhitungan penghasilan.
d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi
dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM
kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten
XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam
pemberian pelayaran kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat Daerah belum melalukan audit kineq'a yang
dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah
yang melibatkan beberapa PD terkait. Audit kinerja yang
dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas
Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian
yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah / Kepala PD
diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan
Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan
Pengendalian pemerintah daerah al<an menjadi dasar
bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan
Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian
dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Enuironment
Eualuation (CED).
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PENILAIAN RISIKO

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.

rxr,turriinil"si"'nni"uo

- Meietoplon lonteks/tuiuon don rnemilih tuiuon yong okon dilokukon
peniloion ridko

- Melokukon identilikqsi risiko don qnolisis risiko
- M€netopton risiko -risito ,rcng okon dtongoni lebih lonjut (dibongun

RTP-nyo)

- Dattor tuiuon/sosoron stotegis Pernedntdr Dodoh untuk liop-tiop uruson
don indikota kinerionyo

- ooftor tuiJon/sosorEn sootegis (fnu'tos) oeo
- Dqftor tquon k€lrton utorno oPD untuk doFi$ wusdr don lndlkotor

lg[Erqrnyo
- (ertqs x€rio ldendrikosi Rlsiko (Dottor Rislo) uruson wojilr/Piihon strotegis

Pemarlntoh Doroh
- x€rtos (6io ld€ntiikosr Risiko (ooltor Rrslo) urusm wojib/Plihon strotog's

(rnmos) opo
- t(€rtos xdio tdendlikosi Risiko (Doltor Risfto) unEar woiib/Plhon

opsosionolOPD
- Kirtos kerF Hqsil Anoli6is Rrs (o t,rl6on wolO/Otror Srotegis nrnerinton

Doerotr Suotegls (tnthos) OPD, don Oporoslmol OPD
- (ertos Ksrjo Oottor RHko Pliorttos UnE('l Wojlb don Pllihon Strotagls

Pernerintoh oo6rot\ strotegis (Entitos) oPq don Opsrclonol oPD

slrctoh lutld dr Do.rh
Sekdo s€btu Xoordinotor

-t PR P€rndo ((epob Ooeroh don K€polq OPD/SxPD)
- Fosilitotor
sllc.gh (Eilfot) oPD
-sekdo sol]lu Koordinotor
-UPR lingkot Es. I / 2 (Kegrlo OPD/SKPD d(l Xobog/Xobid OPD
- Fosilitotor
oFsdond o?D
-Kepolo OPo
-unft Pemllk Rkiko TirEtqt E3 3, 4 oPo FGllltotor

stlargb hnrhsh Dorllt
-P€rvrrslr|on RP.l,lO
-Oire,vru/ Orrutoqiton sstiop tohun podo soot penpraunon XU{eenS
ndrgto(ffir)oto
-Podo soqt Fnyrtsuncr Rensbo OPD
-Dirsviu/ drlrnolokkon sotiop tohun podo soot penwflIlon RxA-oPD
opmtonCm
Pqdo soot penwslrmn R(A-OPD

csA/FGD

2.

Tujuon

Xeluorcl I

P€loksono/PihqkTerkoh :

Woktu

:

Sumber doto utomq :
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Langkah ke{a Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan
digambarkan pada gambar 3.3.

Gambar 3.3
Langkah Kerja Penitaian Risiko Urusan Wajib./Pilihan

a Menetapkan konteks/tuJuan
1. Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan

dilakukan penllalan rlsiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah
menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini al<an
ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) PD, dan
tingkat operasional PD yang selanjutnya akan
dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami
tuj uan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko
pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan
dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada
masingmasing unit kerja (organisasi) dengan tingkat
penilaian risiko disajikan pada Gambar 3.4.

Trrjuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah
untuk memperoleh informasi tujuan / sasaran dan
indikator kine{a organisasi yang akan dicapai.
Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah
adanya daftar tuj uan / sasaran, indikator kine4'a pada
tingkat strategis pemerintah daerah, entitas pD, dan
tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan
disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan pD.

O Menetopon
Konteks/ TuJuc n
yong okon
dilokukon
peniloion risiko

f menyiopkon
peniloion risiko

Pen€toPon
K.,nloksrTrrirl(rn

a Mengidentitikosi
risiko

Melokukon orlolisi
risiko

a Memvolidosi risiko

(D Mengevoluosi
pengendolion
yong odo don
yong dibutuhkon

I Menyusun
Rencono Tindok
Pengenclolion RTP

O

Anolrsis risikoldentifikosi risiko
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Gambar 3.4
Keterkaltan antara Tuiuan dan Tlngkat Penllaian Risiko

(E.it.s) Oto 12,3
tf,e.'t3 tEitir.t) oPD

t. 2, t. ftt

rtaist.n oPo 1, 2,

ot

(loai.t-n) OPD r, 2,

| '*

Pemilihan tuj uan / sasaran yang akan dilakukan penilaian
risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan
tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan
dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam
pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan
yang mendukung pencapaian target program prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/ sasaran tertentu bukan
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak
akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko
dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan
sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Penetapan Konteks/TuJuan Strategls
Pemerlntah Daerah
Contoh flcrmat Ikhtisar penetapan tujuan strategis
pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabet 3.3
lkhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Memperoleh informosi tujuon/sosoron strotegis pemerintoh Doeroh untuk
llop-tiop urus6h doo indikotor tdnerlonyo

- Doftor tujuon/sosoron strotegis p€modntoh doaioh
alon i.dikotor kin€rjonyo

- Ooitor ururon ry.4ib/pitthon dat OpD yq€ T6.toit

P€loksono/Pihok Torkoit - S€t€b sototu (oordinoto,
Unit Pemilik Risiko Pemerintoh Doeroh (Xepolo Dosroh don Kepoto
oPD/sKPD)

- Fosilitotor

Sl.rlir (Ennrisl om
L2,3.Dn

Sumber cloto utomo

- franotopon ldtte*s dikokaonokon podo soot ponyusunor RPJMD
- Dir6viu/ dimdothl*on setiop lotxrn podo 6oot ponyusunon xua/FlPas

RPJMD

L

L
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pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis
yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam
penetapan konteks strategis pemerintah daerah,
pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk
seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD.
Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis
pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih
beberapa tuj uan dengan mempertimbangkan tujuan
prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau
perlimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang
menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan
selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan
Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan'. Contoh dokumen
tersebut disajikan dalam ta.mpiran 3. Ikhtisar penetapan
tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam Tabel
3.3.

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan
Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan' Pemerintah
Kabupaten XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah
Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis,
yaitu tujuan 1 dari misi I , tujuan I dari misi 2, d,an

tujuan I dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1,

maka peserta CSA/FGD adalah:

(l) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang
terdiri dari Kepala Daerah, dan Kepala PD/SKPD
(pejabat eselon II) yang memiliki keterkaitan secara
fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis l, antara
lain pada :

a) Dinas Kesehatan;
b) RSUD Provinsi XYZ;
c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak;
d) Dinas Bina Marga Bina Kontruksi.

Kehadiran pejabat eselon I atau eselon II sangat
dianjurkan dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga
dihadiri oleh pejabat eselon III dari PD n€unun sifatnya
sebagai pendamping.

(2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah
demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat
berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan
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Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.
I^angkah penetapan konteks/tujuan strategis
pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

r Mendapatkan dan rnempelajari RPJMD, serta data
lainnya terkait perenc-anaan seperti SOTK, uraian
tugas dan jabatan, dsb;

o Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja
Utama terkait tujuan strategis yang diidentilikasi
sebagaimana tercantum dalam RPJMD;

o Identif,rkasi data atau informasi lain yang relevan

rnisal prioritas pernbangunan atau progrzfn
unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari
urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan
RPJMD;

. Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah
daerah yang akan dilakukan penilaian risiko.
Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa
seluruh atau sebeglan sasaran sesuai kebutuhan;

. Tuangkan hasil identifikasi pada Form 1a

hala:nan 36.
Sebagai ilustrasi, penetapan konteks/tujuan strategis
pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

codtoh Fo.m'r r..-..r,'- "-.Jt!flt'f,.- s*-tca. p-ma.iht.h D!-Eh

,il-

turrodg y6^g drirroi

Pere.hro^ xdupoEn x

ruiuon srd€si. RrrMo
FPJMo xot !Potcn !E

r r r&nirrgroro:.o bdnd' roto r..oro paffi,nrorEn
1.2 M*n'Ekdtiyo &orr.iu.q. M)E.okor
2., Mdi.rg.otriro rudd
2.2 Mo^hgrdrryq r.royo*Enro.
2.s M-arEidEyo 6kr-! l.(hu^Edl do6 r^tdmo.r
24Msufu^rryqrg.lkob.'rcorc
2 s MsirErst6y6 r.udr
a-r s*kreror^yo orr$s doh tuol;to. p6nddtks
3.2 Msr.Erdnyo d.rojot k.-rroton .rcryedtot
3 3 M4rn€rdrnyd k66€Joht Eo 6.t-l

i.,po.t por€ftrrl.E dqrom rrnb-gutun..r Mcr^9r.6:nyq rolu F.

,,.retoPo^ Kont k.R.L- 3le!-ec ,rtrrco
rullff 3.2 M6l69kor/ryd .tsojor rarEto .rc.y-oro.

oino. xceaEto.
- eseo Kobupds xYz

s.r.rono (oP3aP2E)
- oiho. P6k6rF66 omum.ro^ pdurutuh Rokyor

a@o x."-r M-r.rokdhyo L.*rr6^ tr! d.r.
a@6 :r22 rr-trErqhyq rE{6. r.-rEton hdydotot
aryo r23 M-r.rg*or'!yq ,:.rrqru hiarF ..+rd
rad 3.24 hri.igbbyd P.d€a or.alrogo dr x.6(+ob^ xv?
a-o :r.25 rra-rr.rarot'ryq r@.-to rrBrdo d.ta
u.ro H-ropon Hidup dtenhJroo or.rt lomroh r€motlon boyr, riro ong&o

to.6r, l.lEro uaro ohqto ho.op-n hld\.p r.idoh.
Prrorn6 prnbo.E..m
- P'ogEm F.ri.Er-bfi
- PEgEm F-^k!&qran P.Lyor l<erEro arck a6rno
- P69Em r.6€9dro dd! .'blErr9€uto.to^ p.^yoBl r..Nra
- r'ogrcm Lfi<rodEj P.to!,ffi r.*Ebn
- t69rc6 

'oiEd 
l<-ha- dda -.n5..doy6r r,.o.yoErdt

- e@g@m ft.rtE*-n 6lrl Mo.yror.r
ruJuda 3 2 Mrrnskdnyo d-oid k*tut- ,rt.yaord
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-36-

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:
1. FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat

perbedaan antara tuj uan / sasaran / indikator menurut
RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan,
maka peserta FGD menyepakati tujuan/
sasaran / indikator yang akan digunakan untuk
keperluan penilaian risiko;

2. Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan
masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan
(RPJMD).

(b| Penetapan Konteks/Tujuan Strategls lEntttasl PD

Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) PD

disajikan dalam Tabel 3.5.
Tab.l35

lkhtisar Pcmtapan Tuiran Stratcgis Gr*itasl OPD

,l-
M€mperoleh inlormosi tujuon/sosoron strotegis (Entitos) oPD yong terkojt
untuk liop -tiop uruson don inditotor kin€rioflyo

Mtor tuirEn/cosorcn slrotegb (Endto6) oFD Fng te*dt untuk tlQ-tlop
Euson chn irdl(otor kherjoiyo

Peloksono/Pihok Terkoit
- Sskdo s€loku (oordinolor
- unit Pernili* Risiko IirEkqt Eleton I dqn 2 ((epolo oPDIsxI'D don xobog/Ko
bil oPD)
Fosllltolor

Keluoron

sumberdoto ulomo

- luo sdt perryr.Eurdl Feialro om
- Dlrerrlu/dimltdai*on ade toir6 podo Eoot priFrnon RKA-oPo

Renstro oPD

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) PD

dilakukan oleh masing-masing PD sesuai urusan yang
diampunya, sebagaimana disajikan dalam l,ampiran 5

Form 2b. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan
menetapkan tujuan/konteks strategis (entitas) PD

terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator).
Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat akan menetapkan tuj uan / konteks Strategis
(Entitas) PD terkait dengan Urusan Wajib Peke{aan
Umum (Koordinator).

la.ngkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas)
PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra PD, serta

data terkait lainnya;

(2) Identifrkasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kine{a
Utama PD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang

diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan
strategis yang telah ditetapkan pada penetapan

konteks strategis Pemda;
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(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) PD

yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang
akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau
sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

(4) Menuangkan hasll ldentllikasl pada Form 2b

sepertl contoh dl halaman 38.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib
Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan Strategis
(Entitas) PD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Coatoh Format Peaetrpaa Kontett/Tujuau Strateglr (Entttatl PD

lForm 2bl

T€r9et
2023IKU

1 Angka Kemataan lbu Melahirkan per
1OO.OOO Kelahlran Hidup

5a

2 Angka Kematian Bayi (AKB) per rOOO
Kelahiran Hidup

3,2

3 AnSka Kematian Balita (AKaBa) per 1OOO
kelahiran Hidup
Cakupan Pertolongan
TenaSa Kesehatdn
Kornpetensi Kebidanan

Persalinan oleh
yana rnerniliki

5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
IKU Lansia

Belum ada
Belum ada6

7 IKU Gizi Belum ada
a IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada

3,5

100

TuJuan Stratogls :
Meningkatkan d6raial kes€halan masyarakal

Sasaran Strat€gla:
Meningkatnya Keselarnatan lbu, Bayi, Anak dan Rep.oduksi

ll(U Str.toglr:
- Angka Kematian lbu M€l3hirkan p€r IOO.OOO Kelahiran Hidup
- Angka K€matian Bayi (AKB) per 1OOO Kelaharan Hidup

Katupaten XYZ. ---
S€pt€mb€r 2018

Narna Pemerintah Daerah
Tahun Penilalan
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang dinilai
Peran OPD

Pernerintah Kabupaten XYZ
2014
2019-2023
Urusan Vvaiit Kes€hatan
Dinas Kes€hatan
OPD Koordinstor

Ren3tra Dinas Kesehalan Kabupai€n XYZ Tahun 2019-2023Surnber Data
Tujuan Slrat€gis lt,lenlngkatkan derajat kesshatan masyarakat

Sasaran
Strat€gis

1- Menlngkatnya Keselarnetan lbu, Eiayl, Anak dan ReprodukBl
2. M€ningkatnya Kualitaa P€layanan K€s€hatan
3. Meningkatnya Kualilas P€layanan Dasar dan Ruiukan.

IKU Renstra
OPD

lnfoarnasi lain
Tuiuan.
Sasaran. IKU
yang akan
dilakukan
penilaian risiko

Dst

t<eoala Dina< t<a<ahat
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Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) PD juga
dilakukan pada PD terkait yaitu RSUD Provinsi KYZ,
DP3AP2KB, dan Dinas Pekedaan Umum dan Perumahan
Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemda)

lcontohl.
Penetapan Konteks/TuJuan Operasional PD

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional
disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabol3z
lkhtls.r Pen.tapan Kont.kslTLrju.n oparasional OPD

Memp€roleh inlormosi prog.om t€giotoo utorno, tuiuon ksgiotoq don
indik6tor keluo.on untuk dop_tiop uiuson woiib/pilihon yqng dllslolo oleh

- Dottor tuiuon lEgloton utomo oPD untul tlcFtloP ururon dct lndkotor

treloks6no/Pihok -tsrkoit
- unh Pamilik Risiko rlngkot Esrlrn 3, a

PD

Sumt6rdoto utorno

salnlr€r octo lch

Porro soot p€nyusrrrEn RKA-C}PD

DPA OPo, RXPD

Penetapan tujuan/konteks operasional PD dilakukan oleh
masing-masing PD terkait sesuai urusan yang diampunya,
sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5 Form 2c.

Penetapan tujuar/ konteks operasional PD dalam rangka
mendukung tujuan strategis PD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional PD untuk
setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA PD,

serta data terkait lainnya;

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran
terkait dengan tujuan strategis PD yang sudah dipilih
sebelumaya;

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran
yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama
yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya
dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun
demikian, PD bisa memilih sebagian
program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan visi dan
misi kepala daerah atau pertimbangan profesional
lainnya;

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.Sebagai
ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib
Kesehatan, penetapan konteks/tujuan operasional PD

pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.8. Contoh Format Penetapan Konteks/TuJuan
Operasional PD (form 2c|

P€rn€rlntatl K.bupat€rl XYZ
201A
20r9
Urussn Walib Pelayan€n Dssar Bidsng Kesoharan
Dlnas K6e6hatanOPD

Tujuon

Keluoron

Wohu

- Pedomon Penihion Risiko
. CSA/FOD

2l

t<at upalen XYz. .......
S€pt€mbsr 201A

t<epala Dinas K€sehalan

Penetapan konteks/tujuan operasional PD juga dilakukan
pada PD terkait yaitu RSUD Xabupaten XYZ, DP3AP2KB,
dan Dinas Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat
(sesuai hassil penetapan konteks strategis Pemda):

Menyiapkan Penilaian Resiko

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal
perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan
penilaian risiko disajikan pada Tabel 3.9.

Tabet3.9
lkhtisar Perchpan Penitaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

- Menetopkon kriterio don skolo dompok serto kemungkinon risiko
- Menetopkon skolo risito yong dopot diterimo

- skdo dompok doo kemunghmn
- Skolo risiko yong dopot ditedrno

Peloksonoi Pihd Terkoit : - Unit Pemilik Risiko Tingtol Pemerintoh Doeroh, Eselofl Z 3 don 4

- Fosilitotor

- Penyusoo RPJID
- Direviu/dmutosi*on setiry tqhJn podo soot penyl6undl lruA/P?AS

Renja Dinas Kesahatan Kabupaien xYz Tahun 2019

Strategis M€ningkatkan d€.arat kosoharan rnasyarakat
1. Program

3, Program

Upaya K€sehatan Maa)/arakat
Porbaikan Gizi Masyarakat
Ponlngkatan Pelayanan ]<esehatEn Anak Elalita
Ponlngkslan P€layanan Kesehatan Lansia
P6ningkatan Kes€larnatan lbu Melahirken <lan Anak

Kegiatan

den9an
tujuan

Kegiatan

1. Jamlnan P6raalln6n (DAK NON FISIK)
2- P€rtemuan ANC Terpaclu
3. Sosiallsesi pandarnpingan ibu harnil nsiko

tinggi dalam p€rrggunaan Buku KIA dan
Pascr salin .r6ngan rElay6nen rlerah r,Eda
s€kto.6kst6rnal

4. Palatihsn Menag€rn€n T€rpadu Polayanan
K6sahatan P€cluli Rernala

s. Pelatihan penjarineEn untuk sekolah
lanjulan 1 Kl

7.455 ibu hamil
30 orang p€s€rta
50 o.ang p€s€rta

20 orang p€serta

20 orang p€asrta

Ka9iatsn. Program P€ningkaran Keselarnatan lbu Melahirkan dan Anak

Sumber doto utomo

Narna P€rn€rintah Daorah
Tahuh P€.rilai6rr
Pariode yang dinilai
UruBan PerTlerintahan
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RSO 19 00 05 01

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis PD

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019

0O = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis PD dan
operasional PD) atau tujuan strategis (untuk risiko
strategis pemda).

05 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda)

atau kode PD yang menilai (untuk risiko strategis PD dan
operasional PD)

01 = Nomor urut risiko

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta

kemungkinan risiko.

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan
skala nilai risiko dan matriks analisis risiko.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu
dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke
dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan
acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu
dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses
keq'a, peraturan perundang-undangan, struktur
organisasi, hasil penilaian atas lingkungan
pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan
sebagainya.

Identtflkasl Rislko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang meng€rncam pencapaian
tujuan dijdentifftasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko
yang diidentifrkasi merupakan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentilikasi melalui peristiwa
yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkiral<an akan
terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko,
juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (ontrotlablel atau tidak dapat
dikendalikan (unconlrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko,
serta penerima dampak risiko. Contoh kode risiko yang

digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko,
tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/ PD

yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/PD. Contoh Kode

Risiko adalah sebagai berikut:

Penjelasan:
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Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam gambar di
bawah lnl
Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:
1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan

pemerintahan I program /kegiatan / urusan;
2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada

permasalahan yang pemah terjadi dalam setiap tahapan,
juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin teq'adi
dan menghambat pencapaian tujuan. Telmik ldentifikasi
risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman
ini menggunakan CSA/FGD.

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko
Tahun Pehksanaan

Ppnihian Risiko
Jenis Risiko

EntitarPD yart
Menilai

Nomor ututdi
Entitas/PD

Kode

R5P 19 01 01 01 RSP.19.01.01.01

19 02 05 01 RSO.19.02.05.01

ROO 19 03 01 ROO.19.03.25.01

Tin*at Risiko,terdiridari 3 huruf sebagaa berikut

RSP Strategis Pemda

RsO St,atetis PD

Roo operasional PD

lenis Risiko menttambartan urus.n Pemda terdiri dari 2 angka sebagai betilut
01 Pendk ikan 2l Persandian

02 Kesehatan 22 (ebudaydan

03 PU dan Tab Ruang 23 PerPustakaan

04 Perumahan dan Kawasan Permukim.n 24 Kearsipan

05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 25 Kelautan dan perikanan

25 Pariwista

06 Sosial

07 Tena& Keria

08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

09 Pan8an

10 Pertanahan

11 Lingkungan Hidup

12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

13 Pemberdayaan .msyd,akat dan desa

14 Pengendalian penduduk dan keluarBa berencana

15 Perhubuntan
16 Komunikasidaninformatika
17 KUKM

18 Penanaman Modal

19 Kep€mudaan dan olah raga

20 Statistik

Entitas yanS menilaiterdiridari 2 anSka s€bagaiberikut:

01 Pemda

02 Sekretariat Daerah

03 Sekletariat DPRD

04 lnspektorat Daerdh

0s Dinas Pendidikan

06 Dinas Kesehatan

07 oinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang

08 Dinas Perumahan Rakyat dan Xawasan Permukinan

09 Satuan Polisi PamonS Prdja

10 Dines Sosial

11 Dinas(etenagakerjaan
12 Dinas Pemberday.an Perempuan dan Perlinduntan Anak

13 Dinas Ketahanan Pangan

14 Dinas Lin*untan Hidlp
15 Dinas (ependudukan dan Pencatatan Sipil

16 Dinas Pemberdaydan Masyarakat dan oesa

17 Dinas PenSendalian Penduduk dan Keluarta Berencana

27 Pertanian

28 Kehutanan/Pe*ebunan
29 EnerSi dan sumber dafa miner.l
30 Perdagantan

31 Perindustrian

32 TransmiFasi
33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
34 administrasi (esekretariatan DPRD

35 Pembinaan dan PerSawasan

36 Pe,encanaan pernbangunan, litbang

37 Keuangan dan Pendapatan

38 Kep€trwaian dan Pengembangan soM
39 8€ncana

40 Politik

99 tainnya

18

19

20

21

Dinas Pertlubungan

Dinas lGmunikasi dan lnformalika

Dinas Perdatangan dan Koperasi Usaha XecilMenengah

Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu

sat! Pintu

Dinas Pariwisata

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Perindustrian

Dinas Perpustakaan dan ke€rsipan

Oinas P€rtanaan

Dinar Perikanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Eadan Pentelolaan k€uangan, Pendapatan an Aset Daerah

Eadan Kepetawaian Daerah

Badan Penanttulangan Benaana Daerah

Kantor Xe5atuan Bangsa dan Fblitik

RSUD

Lainnya

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

99

25
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Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar
mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD
untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah
Kepala Daerah dan Kepala PD, peserta CSA/FGD untuk penilaian
risiko strategis (entitas) PD adalah Kepala PD dan Kabag/Kabid
PD, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional PD adalah Kepala
PD Kabag/ Kabid PD serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam
CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang
bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada
Kabupaten XYZ dilakukan sebagai berikut:
1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang

dapat menghambat pencapaian tujuan/ sasaran terpilih;
2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan

ditampilkan pada layar LCD;

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama
peserta;

4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (urrcontrollable) oleh pemilik risiko, dampak
risiko, serta penerima dampak risiko).

Hasil identilikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada
Kabupaten KYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
meng€rncam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Dalam Tabel 3.4 dicontohkan bahwa Pemerintah Kabupaten
YYZ telah menetapkan konteks/tujuan strategis yang akan
dilakukan penilaian risiko l.ampiran 5 lForm 2a).

Tujuan / sasaran strategis pemerintah daerah yang akan
dilakukan pengelolaan risiko: "Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat".

a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;

b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang
Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan CSA/ FGD telah teridentifi kasi Risiko
Strategis Pemerintah Daerah:
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Contoh formulir Kertas Ke{a Identifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah disajikan dalam form di bawah ini :
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko
strategis pemerintah daerah:

a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko
yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kepala daerah/tingkat pemda (misaJ:

peraturan/monitoring dan lainJain)

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung
jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala
daerah.

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah
daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan
strategis PD terkait, misal dalam bentuk
peraturan/ keputusan/ SE kepala daerah atau pemantauan oleh
kepala daerah

d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktorfaktor di
luar pencapaian tujuan strategis PD yang dapat mengganggu
pencapaian tujuan strategis pemda.

e) Perlu melibatkan PD yang terkait dengan tujuan strategis yang
dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan
strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/
tindakan oleh kepala daerah.

f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang
menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting,
sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah.

g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.

2) Risiko Strategis (Entitas) PD

Identifikasi risiko strategis (entitas) PD dilakukan untuk
mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian
tujuan strategis (entitas) PD yang terkait dengan tujuan
strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks
strategis pemerintah daerah.

Dalam Tabel 3.6 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan
Kabupaten KYZ telab menetapkan konteks/tujuan strategis
(entitas) PD Urusan Wajib Kesehatan yarlg akan dilakukan
penilaian risiko.

T\rjuan / sasaran strategis Dinas Kesehatan yang akan
dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan:
Tujuan strategis "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat"
dan Sasaran strategis "Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi,
Anak dan Reproduksi ". Selanjutnya berdasarkan CSA, telah
teridentifi kasi Risiko Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan:
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a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak
dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan

c) Sarana pendukung ANC kurang memadai;

d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

e) Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis PD

disajikan dalam form di bawah ini :
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko
strategis PD:

a) Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang disebabkan
kelemahaa pengendalian yang menjadi tanggung jawab
kepala PD (kebijakan kepala PD/SOP PD, monitoring kepala
PD dan sebagainya) - Pengendalian yang nantinya dirancang
merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala PD.

b) Risiko strategis PD dapat berupa potensi kondisi yang
memerlukan pengendalian di tingkat PD

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faltorfaltor
di luar pencapaian tujuan operasional PD yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan strategis PD.

d) Perlu melibatkan Ihbid / pegawai yang terkait dengan tujuan
strategis PD yang dipilih untuk menjaring permasalahan
pencapan tuj uan strategis/ operasional PD yang memerlukan
penanganan/tindakan oleh kepala PD.

e) Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang menurut kepala
PD merupalan risiko yang penting, sehingga diperlukan
langkah pengendalian oleh kepala PD.

f) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi

3) Risiko Operasional

ldentifikasi risiko operasional dilakukan untuk
mengidentilikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengurncarn pencapaian tujuan kegiatan PD.

Dalam Tabel 3.8 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan
Kabupaten KYZ telah menetapkan konteks/tujuan
operasional PD Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian
risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan: 'Jaminan Persalinan (DAK non fisik)". Tujuan
Kegiatan tersebut adalah: 'Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan AnalC.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentilikasi Risiko
Operasional Dinas Kesehatan:

a) Pertanggunglawaban tidak tepat waktu;

b) Pengadministrasian tidak tepat waktu;

c) laporan Realisasi Keuangan Triwulan;

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan;
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Contoh formulir kertas keda Identifrkasi Risiko Operasional PD

disajikan dalam Lampiran form dibawah ini:
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Anallsls Rlslho
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan waj ib / pilihan teridentifikasi dan disepakati,
langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan
wajib/ pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib
pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten KYZ
dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah
diidentifikasi, masingmasing peserta diminta memberikan skor
terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang
disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas.
Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta
dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan
rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Berdasarkan
CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh
hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Contoh Formullr Hasil Anallsls Rlslko

"Rlsiko" yang Torldentifikasi Kode Risiko Skala
Dampak

til(ala
Kemung-

kinan
Skala
Risiko

dB
I Risiko StrateCis

3 I1 Penerapan Perilaku Hidup
Bersih Sehat (PHBS) rendah

RSP.19.00.01.01

RSP.19.O1.01,02 4 4 16Pelayanan kes€hatan bdum
filemenuhi SPM Bidang
Kesehatan

fl Rlslko Strategis OPD l: Dinas
Xeaehatan

RSO.19.O'l.05.02 4 3 121 Peoggunaan layanan kesehatan
rBndah
(Persalinan tidak dilakukan pada
fuskes, kuniungan ibu hamil
tidak terahrr)

RSO.19.01.05.03 4 4 162 Kualitas pelayanan APN tidak
sesuai SPM Kesehatan

RSO.'19.01 .0s.04 4 2 I3 Sarana pendukung ANC kuralg
memadai

RSO_19.01.05.10 4 3 124 Mutasi tenaqa kesohatan terlatih

t RIsiko Operasional OPD l:
Dina3 Kesehatan

ROO.19.01.05.02 4 4 161 Data lbu hamil miskin yang
b€lum memiliki jaminan
kesehatan lainnya dari
kec€malan dan kelurahan belum
dla

2 42 Perhitungan kebutuhan dana
tdak tepat

ROO.19.01.O5.03

3 2 6Proses c,'oss ct eck data dengan
BPJS dan Jamkeskot yang
membutuhkan waktu brna

ROO.19.O1.05.O43

3 1 3Adanya pasien yang masih
dikenakan biaya oleh RS/Bidan
UouAe cbim\

ROO.19.01.O5.09

ROO.19.01.O5.10 4 35 Pgrtanggur€iawaban tidak lepat
waktu

2 IROO.19.O1.O5.11 46 Pengadministraaian tidak tepat
waktu

4 2 8t€poran Realis€sr Keuangan
Triwulan: Kesulitan
m€rEumpulkan administrasi
syarat penc€iran, yaitu
kelengkapan klaim, berupa
dokurnentasi

ROO.19.01.05.'127

4 '128 Kegagalan mengadentifi kasi
p€rrlrasalahan

ROO. l9.Ol.O5.13

c.

t=dxee

3

4
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Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut
diperoleh "Matriks Analisis Risiko" yang disajikan pada Tabel
3.11.

Tabel 3.1 I
Cotttoh Uatrllr llasll ArolLlr Rlslto

Pemerlntah Daetab XYZ
Urusan Wajrb Pelayanas dasar Brdsng K6ehatan

MATRIKS
ANALISIS RISIKO

ilikan

Keterangan:

2\ Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan
tingkat strategis (entitas) PD dan operasional PD dikomunikasikan
kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana
yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini,
risiko dengan kriteria "sangat tinggr" dan "tinggi" akan
diprioritaskan untuk ditangani.

Sebagai contoh, berdasarkan Tabel 3.12 Contoh Formulir Hasil
Analisis Risiko untuk tujuan strategis "Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat" (l^ampiran 5 Form 4), maka Daftar Risiko
Prioritas Kabupaten KYZ adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
contoh oaftar Risiko Prioritas

Na.nr Parnerintah Daerah
Tahun Penitaian
Uru5an Pameriittahan

: P€rnerintah Xat upat6D xYz
: zotS
: M.ningkatkan d.rajat kGs.hatan masyarakat

ocI
!12,:G
-eg

c!5!.Y5
F

TIdaI

RSP.t9.O1.Ot.O2

RSO.l9.Ol.O5.O3

skolo
Dqrnpok

D

4

!t

B

R siko Strotegls Pemefinloh
Do6'oh (mrg-2023)

Pelc.yonon l€sglEton
b€lum meme.uhi sPM
Bidong K€sehoton

Rrsrko Strot€g;s OPD Dinos
K€sehoton (2ol$2023)

Sorono p€ndukun9 ANc
kurong rYEmodcr

Risiko Op€rosionqlOPg
Dinos K€s€holon (2019)

e

t6

t6

4

Kecil Be6ar S!ngal
sionifikan

Hampir paili

Kemungklnan
bosaJ

Kemungtirl.n
k6cil

SahEatiarang

anoliso Risiko
kode Risiko

'l

Doto lbu homil miskin yor€
belum memilikijominon
kesehoton loinnyo dori
kgcomoton don k€furohon
belum odo

ROO.l9.Ot.O5.O2 4 t6

Risiko yong
Teridentilikosi

Kernungkino

1 2 43

RSP r9 ff) 01 01
R(Xl. 19.O1 .05.0t
RSO il l)l 05 m

RSP 1901Cr 02
RSO 19.11 05 B

RSO 19ll 05.10
R@.19.0r.05..tc
ROO.19.Or.05.r3

ROO 'r9 0r 05 03 ROO r I 0" .05 0a RSO 19 01 (E 01
ROO.19_0r.05.1r

R(,(' 19 0r 05 09

I

J

2

1

Tinggi Sangat
tlnggl

Sangal
rarwlah Randah
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Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk
menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif),
menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau
keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
Ikhtisar evaluasi pengendalian yzrng ada disajikan dalam
Tabel 3.13.
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian
kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam
rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan
prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.
Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
a) Kebijalan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,

nannun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan
peraturan diatasnya.

Sebagai contoh, dalam penilaial risiko operasional Dinas

Kesehatan pada Kabupatel KYZ, langkah ini dilakukan sebagai

berikut:

a) Risiko Operasional: Data Ibu hamil miskin yang
belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari
kecamatan dan kelurahan belum ada
1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko

ini adalah Julmis Penggunaan DAK Non Fisik
(Permenkes Nomor 3 Tahun 2Ol9).

2) Penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan

kelemahan pengendalian (celah pengendalian).

Celah pengendalial ini contohnya seperti
pengendalian yang ada belum rnarnpu menangani
risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak
sesuai dengan peraturan diatasnya, pengendalian

belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

pengendalian belum dilaksanakan, atau
pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain
yang timbul).

3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih

dibutuhkan Beberapa kebijakan yang masih perlu
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dibangun oleh Pemerintah Kabupaten nZ untuk

menangani risiko pada Urusan Wajib Kesehatan antara

lain adalah Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor

3 Tahun 2019).

4l Penetapan penanggung jawab pengendalian yang

dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian yang

dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten,

berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian,

yaitu Kepala Bidang-

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan

dalam l,ampiran di bawah ini:
Contoh Formulir l(ertas Xerja

Penilaian atas kegiatan Pengendalian yang ada dan masih di butuhkan
Itr. P.mrlnth h.r.h : P.@dnhh lohrrr. xYz
T.fu P.,ilt a.n . znaa

tcoodsl u.lgrun!.n P.ngara.ll.n
,..{ &dig Ln..t l

R.E.E Tli<r.* P.rb.ll.o
Urrtr69.n P.ig.,rd.[.n T..t lW.lb P.rry.b..izn

I Poneo.k.n l^t grlL. d.n t{rr.t Eilr.
1 €anyat lertsdr pencopot ./nrJl,sr

oeFbal dtc..n t,l.na l.r3amtul k .ui
anals6/kaibn ksbdlahan
panoandala. l(opaunan hukum

ll Ko.nitn.n T.rh..t p Xmp.rnri
Pegara' b.bd dt..F rten $3u.'
d.ogrn tonp.lcni dan p.|lgabnran

P6yrr&Mn p6t torp.lmli d..
p.6.rIr SOP p€ncnpalrn

EKPSOM

2 Xu.ri*ar da^ toip.t B lroh.r4tu
bnaga r.$h.l6n di RSUO Krblp.lGn
xYZ borrd rrBdr6nuhi t6butuhen aian
D.6b6&n p.letanan k.!.h6tan dt Era
JI(N

Flakrut o rrokl.rd.n t n.oa

l K.Fmimpin n ya.g lornu.if
PFp66. b€tum m.ctapla. k blai.n P.nr!.rr^rn t bllt n p€ng.bb.n

2 fl6ic.n. iri!.96 dan ,Encana re6a
p.rn. b.lrm @nyalGn irlofra

PonLEn ,!.to 6nc.n n..l6gE

3 Pebr.nan p6rDn BPJS diKabuOaLn
xYz b.!rn opllrir d.n l.rdapar lEguir.i
!)la3 K€8€haran l{?bupat n xYz ldal
bo!.b. ebaganana trEstn!. ra,tu
lorGnru.n rng.nei OEltl Ootr.r

Ev.luad p.(nb6nan byanan dan

P.ny6uNtr d.n P.r6p.n K.bij.t.n t.,lg S.lEt lrt ng P.mud.n SDX
I P.trd. b.tud dng.l h.kan buday. Sorak ti bod.y. ltlo p.d, 3.li.p

2 Barrn todap6l p.nn lEo ,DrErd
dan/dhu Puar$mr, .lts P6igcbb..

l<aFn ElEn{aD pemt irn ,EEd
drrrairo prn.iCrmrt.r.s

3 EErJasl th.l|a pogatl€i bolrm
dircnhb6ngl.n d.bm p€ft a!.0.n

K.r.n rancang.n p€6'lun9.n hasl
kh.,F rc,tad4 pagha.&n

BKPSDM

Angq@n pea9.d!be69.^ SOM b€uo K.bi*an.AnNi Pcdgounitn EXPSOi,r

Psrrmbn lGbu9al. xYz b.lum
mnini.r.l.!i d.bn pemnuh.. dan
pendatibus.nso LslEtaodr

PFn sn.n .t t Oi p.nlnuh..
d.n po.!da&!.an sDll l...6an

6 P.nEnunan lanaga ta3€halan dr RSUD

Kabuparon xYZ b.tim nlnp3,hall€n
orgtal r.butuh€n debm p€mbel6.
o€byar.n tltlh.lrn

Poroak n sblsm P€fl.nuhan
hnaoa tes.hsr'n dl flstD

RSUO KabugatEn XYZ

P.tuqud.n P.nn APIP t.,rg E .tdl
I lnlplldo6l !b.Eh b.!m rblot .

aodt tir.F .L. pmy.bngg.6..
utus.n le..hara. d3bm thclal st:lrgE

Plrb.a(.n piardsr Fng.Es.i
lit rF d.n,.nw3rn n P(PT

(ddn a diri deqan nsnor ('ut
xddn b diri &rg.n tqdei lirEtuf,an F.Beid.li.n Ftf, tuatg m€rnadei

kldn c diisi deraan perbaikan Ftu a&.n dil.hrlan
xddn d diti derf,an 9th.t/lrit Fnal{alltf, iaw.b utd meoyel.rBSar.f.n h8iatan petY€rdalian
(olsn e disi d€rf.n laraet w.rtu Fodes.i.n RTP
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-,!-

Po'q&rcoo/Ftrrr rerrd.r

"on 
(erF) !,{!r rYEnsprsrr

F:&r,rgAor.(rolo{,i.ine&or .kor-or. (€o(io.) <>D, do^ trnord

tr.di€dr.ji..ro
F*oprrul-liiP

o P66rdd (xarldro do-Eh ddh kcrxdd (,eolsxPr,)
.r€EEr. (.htho.) <*o

unir p-hni& F'.,to ,trroror .r-ron r dou 2 (xrporo opolsrp., &n .o6<rel
,o.trtrqrq (oo.brer)

oP..€.b^do.o

.ogtrr.ora (oF.o,x,r)

at -a.aa.;-ndl'Eh r#r
- s-lrJl dtturdlhtb6.dro|, rohv^ p& .< p-rye4ndr xu^/PP^a
alqr..i. (a-.trd, o?D
- orrdhl/ crriirid.hh k-n r-!@ rehs t-.reoP-E aqt-a o.o

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko
prioritas yang sudah teridentifikasi. t angkah kerja penyusunan
RTP sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.5.

G.ftb{ 3!5
rrngLrh X..ja P..ty6uM Ootumd tlP

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan

Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah
teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendaliaa.

-- - - -

4l Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.14
rxr,troo.Yea?r,r-si -^ ere
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Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan
pengendalian intern yang ada. selanjutnya disusun rencana
tindak perbaikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.15.

contolt R-.rcaria -r.ncrak p-nscft?il*i,?'.-" ..nekunsan p-nsonc.-r.-n

Nam- P-m-rtnt-tr D--.-h.r-hun P-nllaian
P.m.rantah Xarrqpat.f )<\.2

xondlsl lan9kun9on
i'-ng€n<tolaon yong
kuronq rumodoa LihgkungonN

Pm-g-kda .d.-s.,.-. don Nrlol Edrq

'aonyor realodr P-@Pdon/
murosl p€lot dr do€6h rdrfr
t.6on9tut tosu. hul.um
xo6tlmn T.rtE.rqP romP.ia.n.l
Pegorcl b.k/m dhohpotLon 3assol
d€igon rompoton3l .ro^

x6rtikoil dd^ ko6per6Gr 00*16r
.eno l.rcgo to.oholon dl FsuD
Kolrupoto xYz bd(D rel,rnurll
lct(JtutE6 oton pe6l€r-n
poloyorcn l666rEto^ <rl E.o JxN

PrmPre^ t-lr,m mMtoPrd^
kot Uo&on Pong6broon rlslro

Peroyono^ po6ion aPJs di
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a) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam

Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam
menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu
memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu
instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan
pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa
kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko
terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

I
I
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1. Menghindari Risiko (Auoidl

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai
atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan
risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika
individu atau instansi bersifat menolak risiko.
Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat
meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau
mengakibatkan hilangrrya peluang memeroleh manfaat.

2. Mengubah/Mengurangi Kemungkinal Munculnya
Risiko /Abafel
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan
munculnya risiko agar kemungkinan te{adinya hasil yang
negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan
adalah pencegahan Qtre u entior!.

3. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko
(Mitigate)
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi
konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi
berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah
penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut
dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reducel.

4. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau
berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain
meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur
organisasi seperti kemitraan dan joint uenfures untuk
menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait
dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya
akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul,
misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik
keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang
mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain
yang memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat
mengelola risiko itu secara efektif.

5. Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/ Retainl
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko
tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat
teqjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang
lebih baik, selain menerima risiko tersebut.
RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis
pemerintah daerah, strategis (entitas) PD, dan operasional.
Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi
Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko,
Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

daftar RTP untuk mengatasi Risiko sebagai berikut:
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Tab€l 3.16
Contoh Rencana Tindak Pengendatian untuk Mengatasi Risiko

I Rlrlto strot.gb Plr'l..lnioh Daroh

t

'Pehyonon kssehoton b€lum Rsln tmen tenogo horbrer
rEmeruhi SIiU BiJorE (e6eiolon l€sehoton

Rrsiko Stroteois 0P0: Clhos
x€sehoton (iolg-2023)

sorono pendukung ,$lC hrcrE
msmodoi

Risito Operosiorlol OFD :oinos
xs6ehoron (2019)

Kepdo D@roh Tdwulon lV
20l9

twlrosi qtos hplenEotqsi
SOP Alot Xolil'rosi

Kepolo Ums Triwuhn 12019

Evolqsi qtos Inplementosi
Stondor Peloyonon
Pu*emos

Xepdo DirEs Triwuhn ll2019

tt/obosi otos lmplementosi
(Pern€r*q Nomor 3lohln
2ore)

(epolo Eoglon Tiwulon l20lg

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana
Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan
pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan
pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya
kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan
dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu
memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua
rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat
menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

ooto lbuhomilmiskin lorE belum
rnemiliki irmiEn k6€hoton
loinnyo dori kocomoton d(lrl
ksluohon b€lum odo

Pengendqlion
yorE dibongun

untuk mengotosi
risako

Torget Woktu
PenyelesoionNO

Penonggung
Jowob

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancang€ul
informasi dan komunikasi yang dibutuhkal agar pihak-pihak
yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Pernyotoon Risiko
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Contoh fonn rancangan pengomunikasian pengendalian yang
dibangun disajikan dalam Tabel 3.17 sebagai berikut

contoh pcngomunakasil#i#ra"uuh vang otans,.,n
Nama Pernarintah Da€rch

Tqiuan Strat gis
uru.an Pamfiintahan
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I R€trutrn€n tsnogo honoor Ropd
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50P (olibrosi Alot
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20r9
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sn olnos Irihr.idl l
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e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa
risiko dapat dipantau keterl'adiannya dan pengendalian yang telah
dirancang dilaksanakan dan befalan efektif.

Contoh Form Rancangan evaluasi RTP disajikan dalam Tabel 3.18
sebagai berikut:

Tabet 3,18
Contoh Rancangan Kegiatan EvatuariAtas Pelaksanaan RTP

Nama P€rrErintah Da.rah
Tahun Ptnilaian
Tujuan sb-ategb
Urusan Pemerlntahan

: P.lrErintah Xabupatan XYZ
: 2018
: l,lenir€katkafr Derajat Xesehalan Masfar-akat
: Urusan Wajib Pel,ayanan Oaiar Bklang Kosehatan

R*rukrDn tenogo homr€r xorfirnosi
teldloton persiopon dal

leolon
pdolsonoon
tegioral

Ds!

Eulaton d€*r
Xepdo Dlnos
(BloHon
DiTEitUT RSUD

ol€fi
iiapahoaot

Oftob€r.
l,lovember,
tbsarnbor

Kegioton Pengencl(,li-
on yong dibutuhkon

Medio/Ben-

Pengomu-
nikosion

Penonggu
ng iowob K€terongon

3. KDGIATAI{ PENGENDALIAN

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan
Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa
kegiatan sebagai berikut:
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP;

Keg'roton Pengendoli-
on yong dibutuhkon
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Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko.
Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan
prosedur pengendalian. l,angkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;
l) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan

perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur
operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur
pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit ke{a yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan.

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapzrn pengendalial;

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

Terhadap semua infrastuhur pengendalian yang telah dibuat,
instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan
prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus
ditaali oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak
terkait lainnya.

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi
internal dan eksternd yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan
risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengenda-lian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah
pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang alan
diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang
ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang
dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD,
Biro/ Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu
diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan
dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala PD, pelaksana
kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana
pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
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Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit keg'a atas
pemberlakuan kebijakan ;

b. Kebdakan di-uplood dalam situs resmi pemerintah daerah (antara
lain
JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;

c. Sosialisasiluorkshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya
dengan undangan, notulen / laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto
pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan
pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan
rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Tabel 3.17). Koordinasi
pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian
dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah,
dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk
pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) PD, dan risiko
operasional PD. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian
disajikan dalam Tabel 3.19.
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5. PEMAIYTAUAI{

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai
dari kepala daerah, Kepala PD (Pejabat Eselon I atau Eselon II), Kepala
Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub
Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko
pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada
Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten
Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.
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Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian
risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana
Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan
mekanisme pemzmtauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai
infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas
kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa
pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan
secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan
Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang
telah diisi realisasinya.

Tabel 3.2o
Monitoring dan Evalua3i ata3 PGngEnd.li{rn lntam (R.alBasi)

Nama Pofi.rkrtah oaorat

Tujuan Strat.gb
ur|,s4 P.m.dntahan

P.6€.lntah Keb.rpar.h xrz
M.ningkltlGn D.rqht K.s.lEtan Mosyaral€l
ut1l3n walb H5yffi Das' Bidais K..ha,ae

x.gioton P.ngen.loli_
on yong cllbutuhkon

Rekut rsr tsnogo honder

otettur Rstf,)

2

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah
untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah,
dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, dan Eselon II terkait
dengan Risiko Strategis (Entitas) PD, dan Operasional PD, dengan
cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana dalam Tabel
3.21 berikut:

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian kete{adian risiko yang
telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan
mengenai kapan risiko terjadi (risk euentl dan dampak yang te{adi,
serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat
kete{adian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah
dilaksanakan. Form pencatatan kapan te{adinya risiko yang
teridentifikasi menggunakan table 3.20.
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Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap
tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan
Pengelolaan Risiko.

g;

I

o:
J4
G
o
ocao

=J
a

-rc
!!ttlr!5tr! {,

g
a
o-

!c
tr.E
0
aoI

z
c

i
!

2-

o

E

z
c

t.,
t!
li
aPti
E.

!.!tlti
!4.ii

! i:
P r5

I

5.

I
III:

!
a

!

:
Et
i
E

5

€
E€

i

I.l
Eiiti

.P!
:i_ [i

E E!; iE
.. E i i
E;r Ee

Ei;IEa>--=.titii
i:::;:

5

a

s
{

€
€

;lit
-it !
iE

P1

i":tEilr+
€E I
I b-t

ri
l=l!-!:

aaJ!

i

iati
! =tt I

6
a
5
E

g

Er
!E

i
lr
Ei
EI
gF
::
li

i

t
,i
9t
P!

5!

rl
E:
9l
ii
!tc _

Ii3
t-
-3 55
. d2

a

{
I

n
E

i
E

i3 {l_! E a il5
iiEIiii!i;F r{ l

.t

1
2 +

_n

:

E

a

!

,

6-
I
!
I

t
t

i

5

iI
€:!t
E:t!!a
E!t;

!

I
e
tr
it

I
5
I

E iTI.5
Pl i
ii!ir 5

;!E
6! 8

iEig

aI
i

'5

7

a

t

!t
II
I



-67-

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah
Provinsi Lampung perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan
risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan l,aporan
Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi l,ampung.

a Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
Pemerintah Provinsi Lampung, penilaiaa risiko strategis (entitas)
PD/Unit kerja, dan penilaian risiko operasional periu disusun
l,aporan Hasil Penilaian Risiko atau laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko atau laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan Unit Kepatuhan Intemal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah provinsi Lampung perlu dibicarakan dengan
Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil
penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional
PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait.

b Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah provinsi
lampung dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah
provinsi lampung, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat
operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon 2.

EE
BgEBEB
E Er--r +-r

Laporan Tingkat

Pemerintah Provinsi

Lampung

t-aporan Tingkat OPD
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Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1) Laporan tingkat Unit Ke{'a, meliputi:
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Ke{a Triwulanan; dan
b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2) Laporan Tingkat PD, meliputi:
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan

Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
PD Triwulanan; dan

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan
Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh
setiap PD Tahunan.

3) Laporan Tingkat Pemerintah Provinsi Lampung,
meliputi:
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Pemerintah Provinsi l,ampung Triwulanan; dan
b. laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Pemerintah Provinsi l,ampung Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan Intemal.

Pelaporan berkala pemanatauan pengelolaan risiko oleh unit
kepatuhan internal.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada
Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI
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Kegiatan p€Iapor m dilakukan sebagai berikut:

1) Laporafl tingk r.t Unit Ke{a, urellpuLi:
a. Laporan l, isiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan

urusan ya rg ditangani oleh setiap Unit Keda Triwulanan; dan
b. Laporan i,isiko dan RTP tingkat operasional sesuai dei:,gaii

urusan ya rg ditangani oleh setiap Unit Ke{a Tahunan.

2) Laporan Tingl;at PD, meliputi:
a. laporan l, jsiko dan IYIP tingkat strategis (entitas) PD dan

Operasion Ll sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
PD Triwulr rnan; dan

b. laporan l,tisiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan
Operasion,rl PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh
setiap PD 'ahunan.

3) laporan Tir gkat Pemerintah Provinsi Lampung,
meliputi:
a. laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Pemerinta r Provinsi lampung Triwulanan; dan
b. Laporan Kompilasi eeluruh Urusan Tiagkat Strategis

Pemerinta r Provinsi l,ampung Tahunan.

Laporan berkala tcrsebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikarr
kepada Gubemrrr, tembusan kepada Selcetaris Daerah dan Unit
Kepatuhan Inter nal.

Pelaporan beri ala pemanatauan pengelolaan risib oleh unit
kepatuhan inter rd.
Laporan triwula nan dan tahunan kegiatan pemanteuan pengelolaan
risiko disusun o eh Unit Kepatuhan Intemal yang disampaikan kepada
Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
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